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A.  Dasar Hukum
· Undang – undang No.20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
· Peraturan Pemerintah No.39 tahun 1992 tentang Peran serta masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
· Peraturan Pemerintah No.73 tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah;
· Peraturan Pemerintah No.19  tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
· Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan;
· Peraturan Menteri Agama No.3 Tahun 1983 tentang Kurikulum Madrsah Diniyah Takmiliyah.
· Keputusan Menteri Agama No.18  Tahun 1985 tentang Susunan Organisasi dari Tata Kerja Departemen Agama yang telah diubah  dan disempurnakan terakhir dengan keputusan Menteri Agama No. 3 tahun 2006.

B.  Persyaratan Tehnis
Syarat Pendirian
a. Syarat syarat Pendirian Diniyah Takmiliyah adalah sebagai berikut :
1. Tersedia Tenaga Pengelolah, terdiri dari :
- 	Kepala Madrasah Diniyah Takmiliyah
-	Guru sekurang-kurangnya 2 ( dua ) orang
-	Tenaga Administrasi, sekurang-kurangnya 1 ( satu ) orang
2. Tersedia tempat kegiatan belajar mengajar dan kelengkapannya
3. Tersedia calon santri  sekurang-kurangnya 15 ( lima belas ) orang
4. Bersedia dan sanggup menyelenggarakan dan mengelolah Madrasah Diniyah Takmiliyah dibuktikan dengan surat Pernyataan Kepala Diniyah Takmiliyah.
b. Mekanisme Memulai Penyelenggaraan Program
Pendaftaran Pendirian madrasah Diniyah Takmiliyah dilakukan di Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota. Kepala Madrasah mendaftarkan pendirian dan mengajukan permohonan izin penyelenggaraan Madrasah Diniyah Takmiliyah kepada Kepala Kantor Kementerian Agama Kab/Kota setempat. Dalam surat tersebut disebutkan dan dilampirkan hal-hal sebagai berikut:
1. Nama Madrasah Diniyah Takmiliyah dan alamat lengkap;
2. Nama Kepala Madrasah Diniyah Takmiliyah
3. Jenis atau jenjang Madrasah Diniyah Takmiliyah yang diselenggarakan (Awwaliyah, Wustha, atau Ulya );
4. Daftar nama siswa/santri, minimal 15 ( lima belas ) orang;
5. Daftar nama guru, minimal 2 ( dua ) orang dan masing-masing mata pelajaran yang diampu, yaitu: Alquran , Hadits, Aqidah, Fiqih, Tarikh Islam, dan Bahasa Arab;
6. Daftar nama tenaga administrasi, minimal 1 ( satu ) orang;
7. Sarana berupa ruangan dan peralatan pembelajaran.
Selanjutnya, Kantor Kementerian Agama kab./Kota melalui Seksi Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren atau tingkat organisasi sejenis melakukan survei kelokasi Madrasah Diniyah Takmiliyah yang bersangkutan  dalam rangka Verifikasi atas kesesuaian antara data dan persyaratan yang disampaikan  dengan kondisi nyata dilapangan.Jika hasil verifikasi menunjukkan bahwa  pihak pendaftar layak menyelenggarakan MadrsahDiniyah Takmiliyah, maka Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota mengeluarkan Surat Keputusan (SK) tentang izin Penyelenggaraan  Madrasah Diniyah Takmiliyah Awwaliyah/Wustha sesuai  dengan yang didaftarkan, Piagam Penyelenggaraan, Serta Nomor Statistik Madrasah Diniyah Takmiliyah yang bersangkutan. Keputusan tersebut kemudian dilaporkan oleh Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota Kepada Kantor Wilayah Kementerian Agama Propinsi setempat dan Kementerian Agama RI.
Adapun untuk Madrasah Diniyah Takmiliyah Ulya, SK Penetapan Izin Penyelenggaraan dan Nomor Statistik dikeluarkan oleh Kantor Wilayah Kementerian Agama Propinsi dan selanjutnya dilaporkan Kementerian Agama RI.
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